PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1
SALINAN

SURABAYA

PERATURAN DLERZAF XOTTMEDYZ DAERDH TINGKRT II SURABAYA

MOMOR. 5 TREUM 1930
TENTANG

PERUBRHAN KEDUZ PEFATUREN DREPME KOTIMRDYI DREFRH
TIMGKAT II SURDMBIYA NCMOR 1 THHUN 1981 TENTLNG

PEMUNGUTAM URNG LEGES

DENGZN RAHMPAT TUHAN YANG MRHR EE4,

Y. LIKOTT MDY KEPMLE. DAERRE TINGKAT II SURABRYA

: bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masya

rakat khususnya atas pelayanan pemberian naskah dinas dan -

atau rekomendasi bagi suatu kegiztan tertentu, dipandang per

lu mengadakan perubahan ketentuan ketentuan mengenai pemu-

ncutan uang leces tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya

Daersh Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 juncto Peratur

an Daermh Kotesmadya Dzzrah Tincgkat II Surabaya Namor 15 Ta

hun 1987, dencen menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

No.6/B3 5-12-1990

Menimbanc

Mengingat 1
2.,
3.
4,
5.
6.

. Undang Und=na ¥omor 5 Tahun 1974 tentanc Pokok Pokok FPeme

rintahan 4i Paerah ;

Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Perbentukan Dae
rah Kota Besar dalamlingkungan FPropinsi Jawa Timur / Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yooyakarta juncto -
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1865 ;

Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1857 tentang Feraturan
Umnum Retribusi Daerah juncto Undang Undang Nomor 1 Tahun
1061 ;

Teraturan Femerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus-
an Pertangcuncijawaban dan Pengawasan Kevangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalzm Neqgeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

Kerutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988
tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Petribusi Daerah,
dan Pendepatan Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Ba

nqunan :



7. Peraturan Daecrah Kotamadys Daerah Tingkat II Surcbaya No
mor 1 Tahun 1981 tcntang Femuncutan Uang Leges juncto Per
aturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabaya MNomor
15 Takun 1987,

Dengan Persetujuan Dewan Perwzkilen Pakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya,

Menetapkan

MEMUTUOS LMY

: FERLATURLE DFERAH KOTFMEDYA DAERIH TINGKAT II SURREZYR TEN -

TENG PERUBRHANM KEDUZ PERATURIN DAERPH KOTAMILDY. DIERAH TING
KAT II SURABAYZ NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG PEMUNGUTAN  URANG
LEGES.

Tasal I

Peraturan Daerah Xotameadya Daerah Tingkat II Surzbaya WNomar
1 Tahun 1981 tentang Pemuincutan Uang Legas yang disahken de
neen Surat Keputivsan Gubernur Kepala Daerah Tinckat I Jawa
Timur tancgal 13 Nopember 1981 Nomor 408/FP dan diundanoakan -
dzlesm Lembaran Dacerah Kotamadya D2erah Tingkat II Surabaya -~
Tahun 1982 Seri B tonogal 20 Tanuari 1982 Momor 1/E, venco te
lah @iubah dengan Perzturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Nomor 15 Tzhun 12€7 tentang Ferubahan Pertama -
Perzturan Doerzh Kotemadya Daerzh Tinckat II Surabaya Nomor
1 Tahun 1981 tentanc Femungutan Uang Leces, yang disahkan de
ngan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tinckat I Jawa Timur -
tanceal 10 Japuari 1989 Nomor 4/ Tahun 1982, yano diundang-
kan dalsr Lembaran Deernh Kotamadya Droerzh Tinckat IT Suraba
ya Tahun 1989 Seri B, tancgal 21 Pebruari 198¢% Memor 2, diu
bah lagi sebaczi berikut

L. Pasal 1 sesudah huruf e ditambah huruf f,g.h,i dan j§ dan
harus dibaca sehacail berikut

f. Daerazh, ialsh Kotamadya Daerzh Tinckat II Surebaya :

¢. Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II, i~lsh Linas, Se
kretari=t Kotamadya/Daersh dan Badan dilinckungan Fe-
merirtah Xotemadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

h. Pejabat yang ditunjuk, ialsh pejabat yang dituniuk -

oleh Kepalz Daerah sesuai dencan kewenangannya



i.

j.

Kas Daerah, ialzh Kas Pemerintah Xotamadya Daerah Tingkat
II Sursbry= -

Iexes, ialah beaya yang dikenakan kepada pemohon atas nas
kab dinas den atau legalisesi surat surat dari Pemerin -

tah Daerah atau Pejakat yano ditunijuk.

B. Pasal 4 diubal dan harzus dibaca -

I. Sekteor Pembangunan mencenai Jasa Idministrasi :

1.

10,

11.

12,

rengeluaran turunan cambar-—cambar c¢aris sempaden; sebesar

Rp. 12.000,00: (dua kelas ribu rupiah) setizp set ;

Pengeluarzn cembar bestek, schesar RBp., 3.000,00 (tiga ri

bu rupizh) setien meter perseqi ;

Pengesthnn (legalisasi) setiap kutipzr Surat Izirn Bangun-

an, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) seticp lembar

Pengesahan (lecalisasi) gambar-gambar lampiran Izin Bangun

#n, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap lembar;

Melihat deta dalam arsip Izin Bangunan Kotamadya Daexah -
Tingkat II Surabava, sebesar Lp. 2.500,00 (dua ribu lima

ratus rupiah)

Pengeluarsp S-rat Yeterangan mengenai penetapan pemisahan
nomor-nomor rumah, sebesar Rp., 10,000,020 (sepuluh ribu ru
piah) ;

Fengeluar=n gambar-gsmbar peta thematik dan sejenisnya,se
besar Dp. 12,000,000 {dua belas ribu rupi=h) setiap lembar

Pencetakan peta garis skala 1 : 1.000 hasil copy photo -
udara, sebessr Fp. 12,000,00 dua belas ribw rupiak) se -

tizp lembar ;

Melihat ruilyn/peruntukan tanah, sebesar Pp. 3.000,00 (ti

ga ribu rupich) setiap lokasi sekal. melihat :

Pengesahan (legalisasi) setiap kutipar gambar hasil ukur-
atau gambar peruntukan tanah, sebesar Rp. 2.50C,00 (dua -

ribu lima ratus rupiah) setiap lembar ;

Formulir permohon~n penclitian atas tanah, sebesar ......

Rp. 500,00 (limz ratus rupiah) setiap set :

Formulir permchonan pemotongan/penebangan pohon, sebesar
kp. 500,00 (lima ratus rupinh) setiap set



13,

14,

15,

16.

17.

ie.

1.

2C,

Reckomendasi izin pemotongan/penebangan pohon, sebesar ...

Ro. 500,00 (lima r-tus ruviah' setizp permohonen izin &

Fengeluaran cambar bestel rencana banjunon taman, monumen
tamen, scbesar Po. 5.000,00 (iina ribu rupiah) setiap lem
bar

Pemberian izin pemakaian sementara tanah, pertamanan, la-
pangan, jalur hijeu atau ruang terbuka kota, sebesar ....
Rp. 5.000,00 {lima ribu rupiah} :

Bea balilk noma izin pemakaisn sementarz tanezh pertamanan,
lapangan, jalur hijaun atzu ruany terbuka kota, sebesar -

Pp. 10,000,00 {(sepuluh ribu rupiah) ;

Melihat data pertamanan can lain lain, sebesar Rp.1,000,00

(seribu rupizh) ;

Formulir permochonen izin pesmakaian/oelik nom> sementara -
tanah pertamanan, lapancau, jalur hijau atauw ruang terbu-
ka kota, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lime ratus rupiah)-

setiap set ;

Bea pembuaten turunan izin mendirikar bangunan (IMB) hi -
lang atou rucak, sebesar Rr. 5.000,00 (iima ribu rupiah )°
setiap lembar ;

Penceluarsn naskah rencana kerja dan syarat-syaratnya, se
besar Rp. 15C,00 (seratuc Lima puluh rupizh) setiap lembar.

1I. Sektor Perekoncmizn mergesnai Jasa Administrasi :

1,

Pengeluaran surat izin berdasarkesn Hinder Ordonancie (HO)
rumah maksn, pencinmpan dengan penjualan makenan dan mi -
numan, super market, perusshaan susu/szpi perah, pergu -

dangan, sebezar Rp. 25.0C0,00 (dua pulub iima ribu rupiah)

Pengeluaran setiap gembar lampiren izin berdasarkan Hin -
der Ordcnentic (HG)dan peraturan rumah makan, penginapan
dengan penjualan makanan dan minumaen, sebesar Rp,l10.000,00

(sepuluh ribu rupizh) ;

Penceluaran surat izin baiik nama berdasarlan Hinder Ordo
nantie (HO), sebesar Fp. 50.000,00 (lima puluh riba rupi-
ah) i

Pengelusran setiap keterangan tanpa Hinder Ordonantie (HO)
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



10,

11,

12,

i3,

14,

15,

Fengeluarzn setiap izin Barber Shop, Panti Pijat, Billyard
Surat Tersciviuan Membancoyn dan lain l=zin, sebesar ......
Pp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah}

Fengeluaran setizp izin parkir khusus/pelataren, sebesar
Ep. 30.000,0C (tiga puluh ribu rupiah) ;

Fengeluaran izin penyelenggaraan pertuniukan :

a. Komersizl, sebesar Rp. 15.000,0C (lima belas rilu rupi
ah) ;

b. Semi komersial, sekesar Rp. 1C.000,00 (sepuluh ribu ru
piah) :

c. Sosial, scbesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) :

Formulir permohonan izin reklame, sebesar Rp. 5.000,00 -

(lime ribu rupinh} setiap set ;

Formulir permchonan izin Hinder Ordonantie (HQ), sebesar
Ep. 500,00 (lima ratus rupiah) sctiap set ;

Surat keterangan tentang pembayaran pelunasan pajak/retri
busi daerah, sebegar Rp. 1.000.00 {seribu rupiah) setiap-

set :

rormulir aturan cenyicilan pembayaran pajzk/retribusi, se

besar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set :

Pormulir permchonan pengajukan keberatan {doliansi), sebe

sar Fp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set ;

Surat izin pemotongan hewan/jagal, penjualan daging, pen-
jualan air susu sapi, sebesar Rp. 5.000,00 (lime ribu ru-
piah)

Surat izin tempat usaha #on juss setiap pembaharvan izin,

sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) :

Surat izin sementara untuk semuz fasilitas kesehatan -
rwasta yang masuk dalam katagori pelayanan keschatan,dasar
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

III. Sektor Catatan $ipil mengenai Jasa Administrasi :

1.

Pendaftaran/pelaporan kelohiran baru :

~ untuk Warga Necara Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (se-
ribu ruciah) ;

- untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ri
bu rupiah} ;



Pendafrtaran/pelaporan kelahiran, terlambat atas dasar Surat

Putusan Fenca’ilan :

- untuk Warga Megara Indonesia, sebesar Pp. 2.000,00 (dua -
ribu rupiah) :

- untuk Warga Negara Asing. sebesar Rp. 4.000.00 (empat ri
bu rupiah)

Pelaporan berkehendzk untuk kawin :

- untuk Wargs Negarx Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (seri-
bu rupiah)

- untuk Varca Yegara 2Asing, sebesar RBp. 2.000,00 (dua ribu

rupiak) ;

Perndaftaran/pelavoran kematian :

- untuk %Warga Megara Indonesia, sebesar Rp. 1.000.00 (seribu
rupiah)

~ untuk Warga Megara Asing, sebesar Rp. 2.000,.00 (dua ribu-~
rupish) ;

vendaf taran/velaroran perceraian atas dasar Putusan Pengadil

an Negeri :

- untuk Warga Necara Indonesia, sebegar Bp. =.C600,00 (lima-
ribu rupialr)

- untuk Warga Hecara Asing. sebesar Rp. 10,00C,00 (sepuluh-

riktu rupiah) :

Pendaf taran/pemberitahuan pengakuan dan pengesahan anak

- untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Pp. 1.000,00 (seri--
bu rupiah)

- untuk Warga Hegara Asing, sebesar Fp. 2,000,00 (dua ribu

rupiah) :

Permohonan kutipan dkte karena hilang atau adanya perubah-

an ganti name, status kewarga negaraan dan perubahan dan -

lain~lain

~ untuk YWarga Negara Indonesia, sebesar Rp. 2.000,00(dua ri
b rupiah) :

- untuk Yargs Wegara Asing, sebesar Rp. 4.,000,00 (empat ri-
Tu rupish} :

Permohonan untuk memperoleh surat keterangan :
a. Surat keterangan kenal lahir :
- untuk Wargs Negara Indonesia, sebesar Fp. 1.000,00 (se
ribu rupizh) :
- untul Varga Negara 2sing, sebesar Rp., 2.000,00 (dua
ribu rupiah} :



b. Surat keterangan kelum menikah :
- untuk Vars2 Negera Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (se
riku rusiak) -
- untuk ¥argsz Wegara 2sinc, sebesar Ep. 2.000,00 {(dua ri

ki rurmiah)

c. Surat kecterancan tidak/belum terdaftarnys kelahiran anak/
kemation
- untuk Wargs Newvara Indonesia, sebesar Pn. 1.000,00 (se
ribu rupiah)
- untuk Varga Tegara Asine, sehesar Rp, 2.000,00 (dua ri

bu rupizh) ;

2, Parmohoran dispensasi akte kelahiran :
- untuk Warga Megnra Indonesia. sebesar Rp. 2.000,00 (dua ~

ribu rupizh) :

10. Pengesakan {legalisesi) setiap akte-akte Catatan Sipil dan
lain-lain -
- untuk Warge Negara Indonesia, sebesar Rp. 500,00 (lima ra
tue rupiah) setisp lerbar
- untuk Warca Negara Bsing, sebesar Pp. 1.000,00 (seribu ru

pizh) setiar lerbar.

IV .Sekter lain-lain mencenai Jasa Admiristrasi

1. Pengeluaran kutipan ateu salinan Keputusan Kepala Daerah.se

besar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) -

2. Pencgeluarnan buku Enggaran Pendapstan dan Belanja Daerah -
{APED)} Pemerintah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabaya, se-~
besar ®p. 10.000,00 {sepuluh ribu rupiah} :

3. Himpunan Peraturan Daerah atau Lombaran Daerah, sebesar ...
Rp. 25.000,00 (dua pulub lima ribu rupiab) setiap buku +

4, Pengeluaran Lembaran Daerah, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ra -

tus limz puluh rupiah) setiso eksemplar ;

5. Pengeluaran Salinan Peraturan Dazerzh, sebesar Rp. 50,00 (l1i
ma puluh runiah) setian lembar :

6. Pengeluaron setiap selinan surat izin pemckaman a2tau peng -
angkutan iepnzah ke luer kota, sebesar Rp. 2.00C,00 (dua ri
bu rupizh) :

7. Untuk melihat surat arsin Pererintah Daerah, sebesar ......

Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;



8. Untuk pengeluaran surat--surat rekomendasi dan surat kete -
rangan ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk pengeluaran surat rekomendasi bagi pemborong ateau

rekanan, scbesar Rre. 2.500,00 (duz ribu lima ratus rupiah)

b. Adrministrasi vermintaan setiap surat rekamendasi untuk -
Bank Pamerintah/Swasta dan lain-lain Instansi, sebesar -
Rp. 5.00n,80 (lima ribu rupiah) :

c. Surat keterangan lahir, scbesar Rp. 500,00 {lima ratus ru

piah) ;

d. Surat pengantar pindah dorisili, sebesar Rp. 500,00 (lima

ratus rupizh} ;

e. Surat keterangan pindah, sebesar Rp. 500.00 (lima ratus -

rupiah)} :

f. Setiap surat keterangan, rekomendasi yang dikeluarkan Pe
merintah Daerah atan Instansi yang ditunjuk sesuai kewe-~

nangannyz, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

2. Untuk setiap kutipan, peta, turunan gambar. arsip gambar
dan lain la2in sejenisnya, sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu ru

piah) setisp weter persegi -

10. Untuk setiap leogalisasi surat-surat, sebesar Rp. 506,00 (ii

ma ratus rupiah) ;

11. Pormulir, blangke yang disediakan Pemerintazh Daerah, sebesar

Rp. 500,00 {lime ratus rupiah) setiap set ;

C. fesudah pasal 5 ditambah pasal baru yaitu pasal 5a dan harus d4i

bacn sebagai berikut :
Pasal S5a

(1) Dikecualikan dari pemungutan leges dalam pasal 3 Peraturan

Daerah ini adalah -

a. Instarsi Pemerintal. tidak termasuk Perusabaan milik Pe-
nerintabh dan Pemerintab Faerah Tingkat I dan Pemerintah
Daerah Tingkat II -

b. Pihak-vibnk yang telah mendapatkan pembebassn pencenaan
dari Kepala Daerah ateu Peijabat yang ditunjuk ;



{2) Kep~la Daerah dapat mengurangi atau membebaskan pungutan di
maksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini terha

dap 3adarn Uscha Sosizl atau seseorang vang tidak mampu.

D. Setelah pasal € ditambah pasal baru vaitu pasal A dan 6B dan

harus dibaca ;

Pasal 62

Pemungutan uong leges, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini,
baik administrasi mauwpun teknis pemungutannya dikcordinasikan
oleh Dinas Pendspatan Daerah Kotamadya Daersh Tingkat II Sura-
bhaya.

Pasal 6B

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan ke~
pada Instansi sesuai kewenangannya yang ditunjuk oleh Kepala -
Daerah.

Pasal IX

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini me
ngenci pelaksenaannya akan diatur lebib lanjut oleh Kepala -
Daerah.

Paratur~n Deerah ini mulai berlakw pada tangoal diun -
dangkan.2gar supava setiap orang dapat mengetahuinya, memerin
tahkan vencurdangan Peraturar Daerab ini dengan nenempatannva

dalam Lenmbaran Daerah Kotamadva Daeral Tinckat II Surshava.
Surabays, 17 Pebruari 1290

DEWEN PERWAKILAN RAKYPT DRAERLH WRALIKOTAMADY2 KEPALA DRERAH
KOTAMEDYA DAEiéi ngéfﬁT II SURRBAYR TINGKAT II SUT vz
Ty URABA

ttd ttad

S0CENJOCTO, BA dr. B, POERNOMO KNSIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timuy trnegal 21 Mopember 1920 Nomor 387/P 19SC.

A.n. GUBERNUR KEPZ2LI DiERRH TINGKAT I
JAWI. TIMUFR
dsisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
{Bidang Pemerintahan)

ttd

Dxs. SCEDJITO.-
Nip. 010016467




Diundanckan dalam Lembaran Daerah Xotamadya Brerah Tingkat II
Surabaya Taimun 1990 Seri B tanggal 5 Desember 129C Nomor 6.

E.n. WALIROTIMIDYR KEPALZL DAERAH
TINGKAT II SUREREALYL
Sekreztaris Kotmmadya/Daerah

ttd
Salinan sesuni dengan aslinys Crs,. W2 RDJX
Sekretaris Kotamadya/Daerah Mip., 510019644 .-~

Tinckat 1I Surabaya




II.

PENJELZSAN
BATRS
PERATURAN DAERREF EOTMMIDYX: DREPAH TINGKAT II SURABIYA
YOMCE 5 TIHON 1600
TENTENG
TEPUBRMNHAN KEDUR PERPTURZIN DRERMH KOTZMADYZ DAERTH
TINGKMT IY SURREBTYIM NOMCR 1 TIHUM 1981 TENTZNG
PEMUNGUTAN TIRNG LEGES

PENIELASEN UMUY

T

Reradasarkan Perzturan Daerah Kotamadyn Daerah Tinckat IT Suvabayz
Nemor 1 Tahup 1981, telah ditetorkan mengenai tarip pemungutan uang le-
ges.

Cleh karena itu beber-va ketentuan tarip dimaksud sudah tidak se
suai lagi dengan perkembangan keadaan dewssa ini dan dalam rangka untuk-
lebih meningkatkan pelayanan Pemerintah Kotamadye Daerzh Tingkat II Sura
baya, dipandang perlu mengadakan pernbhahan dan penambahan bheberapz keten
tuan baru dalam pasal 1, 4 dan € Peraturan Daerah Rotamadys Daerah Ting-
kat II Surabsy> Womor 1 Tahun 1981 menjadi ketentuan Peraturan Daerah se
bagal perubk2han yang kedua . khususnya menvanagkut tarip leges.

Pengenaan pemunaqutsn uang leges itu dilaksznakan pada sektor yang
kelur dirungut lecse, schincga dengan demikiazn tidak akan terjadi pungut
arn ganda kal ini memang dihindari,

PEMJEL” EAN PASAL DFMI PrERL

-

Fosdi T hayuf 7

39

cukup jelas ;

huruf B angka I
nomoxr 2 : Yang dimaksud setiap meter perseal adalah

setiap gambar bestek yang luasnya kuranqg
dari 1 r2 dihitung (dianggap) luas 1 rn2,

apaka I¥ nowor 7
sub =,b dan cC : ¥Yang dimeksud penyclenggeraan pertunjukan:

2. ¥omersial, ialah vszha yeng bertujuan
untuk menchimpun dona yang semata mata

untuk mencopai keuntungan

b, Semi Fomersizl, ialah usaha atau kegiat
2n yang bersifat koemersial tetapi bertu
juan untuk menghirpun dana guna pemba-

ngun~r pembina~n, misalnya olah raga :



nomor 1lé

Ingka III namor .9

Inoka IV nomoy 2

noner 6

noror 8 sub a

Buruf C pasal 5a zyat (l)sub

€]

03

"

c. Sosizal, izlah ussrha atru kegiatan yong
bertujunan untuk menghimpun d=na untuk tu
juan sosial, misalnva dana untuk Panti -
I'suhan :

Yang dimcksud fasilitas kesehatan dagnr swas

to yaitu rumah bersalin (BKIM), Balai Pengo-

batan Umur: {BP Tmum}, Balei Pengobatan Gigi.

Izin serertara diterbitkan olch Pemerintah

Dacrech yano berlaku € {cpam) bulan dan da-

nat diperpanianc satu kali.

Izin tetap diterkitkan oleh Kantor ¥Wilayah

Departemen Keschatan.

Yeng dimaksud dispensasi akte kelahiran. ia

lah diberikan kepada yang belum mempunyai -

akte kelahiran bagi mereka yang lahir sebelum

31 Desember 1985, baugi Waras NMegara Indonesia

hsli termasuk juga diberikan kepada Warga

Megara Indonzsia Keturunan India dan arab

vang telah turun temurun berada di Indonesia

vang berdasarkan Ordonantie Catatan Sipil -
vang #da se2lame ini belum melaksanakan pem-
buatan kete kalahiran.

Tarmasuk Bulu Anggaran Pendapatan dan Belan

ja Daerah (RPED)}. adalah bukvu Perhitungan -

APBD dan buku Peruvbahan APBD.

Pengeluaran salinan urtuk pemakeman atau -

pengangkutan jenazah, vang dikenakan leges

adalah anckutan keluzr kota, sedangkan da-
lam kota dibel:askan,

Surat rekomendasi bagi pemborong atau rekan

an dikenakan leges bagi yang memenangkan -~

tender.

Permintsan administrasi surat rekomendasi

untuk Bank Pemerintah/Swasta adalal rekomen

dasi yang biasanya dimintez oleh pihak Bank
dalam hel seseorang mencgajukan kredit (Kre
dit Modal Kerija Pormanen/¥MKT).

~ Yena dimaksud Perusahazan milik Pemerin

tah, ialah Radan Usazha milik Negara (BUMN):



Huruf o]

~asal IT

s

Perus-haan milik Pemerintah Dazerah -
Tingkat I, izlah Badan Usahz milik Dae
rah Tingkat I (BUMD)

- Perusahaan milik Pemerintah Daerah Ting
kat II. ialah Badan Usaha milik Daerah
Tingket II (BUMD)} antzra lain PDRM.

cukup jelas :

cukup jelzs.
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